
1, Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara 
Repu blik Indonesia Tah un 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam 
Lingkungan Propinst Jawa Tengah; 

Mengingat 

b. oahwa agar pembentukan generasi hijau 
sebagaimana dimaksud pada huruf a dapa.t berda.ya. 
guna dan berhasil guna, pertu disusun pedoman 
dalam pelakaanaannya yang d.itctapkan dengan 
Peraturan Bu pati; 

c. bahwa berdasarkan pertim bangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu 
menetapkan Peraruran Bupati tentang Membentuk 
Oenerasi Hijau Melalui Kerja Sama Dinas 
Kehutanan dan Perkebunan Ka.bupaten Purworejo 
Dengan Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemud.a 
dan Olahraga Kabupaten Purworejo Serta Sekolah 
Dasar/Madrasab lbtldaiyah/ Sederajat dj 
Kabupatcn Purwerejo; 

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan rasa cinta dan 
kepedulian generasi muda, khususnya bagi siswa 
sekolah dasar / rnadrasah ibtidaiyah/ sederajat 
terhadap alam dan lingkungan serta ketrampilan 
tansm menanam, perlu dilakukan pernbelajaran 
yang drselenggarakan oleh sekolah melalui ke~tan 
pernbentukan generasi hijau; 

BUPAT[ PURWOR&IO, 

MEMBENTUK GENERASJ HIJAU MELALUI KER.JA SAMA 
DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN KABUPATEN PURWOREJO 

DENGAN DINAS PENDlDIKAN, KEBUDAYAAN1 PEMUDA DAN Ol.AHRAGA 
KABUPATEN PURWOREJO SERTA SEKOLAH DASAR/MADRASAH 

lBTIDAIYAH/ SEDERAJAT DI KABUPATEN PURWOREJO 

DENGAN RAH MAT TU HAN Y. ANG MAHA ESA 

TENTANG 

PERATURAN BUPATI PURWOREJO 
NOMOR: 23 TA][UI{ 2016 

BUPATI PURWORBJO 
PROVIJISJ JAWA TUGAH 

ISALINANI 

" 

 



Dalam Peraturan Bupe.ti ini, yang dimakaud denlPlll: 
1. Pemerintah Provimli edalab Pemerintah Provinsi Jawa Tenph. 
2. Daerah adalah Kabupaten Purworejo. 
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai adiminiatraai 

pcnyelenggara Pemerintahan Daerah yang memlmpin pelaksanaan 
Uru88Il pemerintahan yang menjadi kew=gan daerah otonom. 

4. Bupati i!daiah Bupati Purworejo. 
5. Perangkat Daerah adalah unaur pembe.ntu Bupati dan Dewan 

Peiwakilan Rakyat DaeTv.h dalam penyelen!(!llIU1l uruean 
pemerintahan yang menjadi k('Wenangan Daerah. 

6. Dlnaa Kehutanan dan Per'kebuuan. yang selanjutnya disebut 
Dinhutbun, adalah Perangkat Daerah yang mempunyai tug.as pokok 
dan fUngsi melakaanakan urusan Pernerint.ahan Daerah bidang 
lcehut.anan dan perkebunan seauai dengan kewenangan Daerah> 

7. Dinas Pendidikan, Kebudayu.n, Pemuda dan Olahmga, yang 
selanjutnya disebut Dlndikbudpora adalah Perangkat Daerah yang 
mempunyai rugae dan fun~ melaksanakan urusan Pemerintahan 
Daerah bidang pendidikan, kebudayaan, pemuda dan olahraga 
aeauai dengan kewenangan Daerah. 

Pasal 1 

KE'l'ENTUAN UMUM 

BAB I 

Menetapkan ; PERATURAN BUPATI TENTANG MEMBENTUK 
GENERASl HIJAU MEL.ALU! KERJA SAMA DINAS 
KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN KABUPATEN 
PURWOREJO DENGAN DINAS PENDIDIKAN, 
KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPA'l'EN 
PURWOREJO SER'TA SEKOLAH DASAR/MI/ 
SEDERAJAD DI KABUPATEN PURWOREJO. 

MEMU'l'USKAN: 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerlntah Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 24-4-, 1'ambahan 
Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), 
eebqaimana telah diubah beberapa kali. terakhir 
dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Peme.rintah Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 
Nomor 58, l'ambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5679); 

 



8. Oeneraei Hijau adalah generaei yang terdiri dari pelajar/murid/ 
peserta didik sekolah dasar/madrasah ibtidaiyah/sederajat yang 
peduli, memiliki minat dan rasa cinta terhadap pohon, hutan dan 
lingkungan eekitamya eerta menjadi pengelola bumi dan a.lam 
secara bijak dan keberlanjutan demi kelestarian alam di mesa 
depan, yang diawali dengan tindakan keeil yang sistematia. 

9. Sekolah Hijau adalah sekolah sebagai tempat belajar yang 
didalamnya terdapat pembelajaran membentuk karakter dan 
mental yang pecluli, dan memiliki minat dan rasa cinta terhadap 
pohon dan lingkungan sekita.mya, agar lingkungannya menjadi 
sejuk, teduh, asri, bersih. sehat dan nyama.n sebagai tempat belajar 
mengajar. 

10. Sekolah Dasar/Madrasah lbtidaiyah/Sederajat, yang aelanjutnya 
disebut Sekolah, adal.ah aekolah daaar/madrasah ibtidaiyah/ 
sederajat baik negeri maupun swaara yang berada di wilayah 
Kabupaten Purworejo. 

11. Siswa adalah pelajar/murid/peserta. didik pada sekolah 
d.a.aar/madrasah ibtidaiyah/ sederajat baik negeri maupun SWB.&ta 
yang berada di wilayah Kabupaten Purworejo. 

12. Guru ada.lah tenaga pendidik pada sekolah dasar/madrasah 
ibtidaiyah/ sederajat baik negeri maupun swaata yang berada di 
wilayah Kabupaten Purworejo. 

13. Orang Tua adalah orang tua/wali dari Siswa sekolah 
dasa:r/madraaah ibtidaiyah/ eederajat baik negeri maupun swaeta 
yang berada di wilayah K.abupaten Purworejo. 

14. Hutan ada.lah suatu kesatuan ekosistern berupa hamparan lahan 
berisi surnber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dal.am 
persekutuan alam lingkungannya, yang saru dengan lainnya tidak 
dapat dipisahkan. 

15. Kurikulum tingkat satuan pendidikan. yang selanjutnya dlsingkat 
KTSP adalah kurikulum opera.aional yang dieusun oleh dan 
dilakaanakan di maaing-maaing aatuan pendldikan (Sek.olah). 

16. Penyuluh Kehutanan Lapangan, yang selanjumya di~t PKL, 
adalah penyuluh kehutanan lapangan yang ditugaskan oleh Kepala 
Dinhutbun untuk melakuk:an pendampingan terhadap Guru dan 
Siswa dalaln kepttan membentuk Oenerasi Hijau di Sekolah. 

17. Penyuluh Kehutanan Swadaya Ma.syarakat. yang selanjutnya 
disinp:at PKSM, adalah anggota masyarakat yang secara swadaya 
aktif berperan dan melaksanak.a.n upaya-upeya penyuluhan 
kehutanan. 

18. Pendampi.ng ada.lab Guru/PKL/PKSM yang roemiliki k.emampuan 
teknie penyuluhan kehutanan yang ditunjuk oleb KepaJa 
Dindikbudpora untuk melaksanakan pendampingan Sekolah dan 
Siswa dahun pembentuk:an Oenera.ai hijau atau Sekolah Hijau. 

19. Kebun Bibit Sekolah adalah auatu kebun tempat produk.8i dan 
diabibuai benlh/bibit milik warga/komunitaa pelalru rumah pangan 
lestari, yang pengelolaannya oleh kelembegaan yang dibentuk oleh 
warga pelaku rumah pangan leetasi be1"81U1gkutan. 

 



Tujuan pembentukan Generasi Hijau adalah untuk mewujudkan warga 
Sekolah yang bertanggung jawab dalam upaya perlindungan dan 
pengelolaan lingkungan hijau melalui tats kelola Sekolah yang bail< 
guna mendukung pembangunan berkelanjutan dengan membudayaka.n 
pembibitan, penanaman, dan pemeliharaan tanaman di lingkungan 
Sekolah dan masyarakat. 

Paaal 3 

Makaud d.iterbitkannya Peraturan Bupati ini adalah sebaglli pedoman 
bagi Perangkat Oaerah, Sekolah, OT8.ng Tua, Siswa dan Masyarakat 
dalaro pelak8anaan pembentukan Oenel'llSi Hijau. 

Pasal 2 

MAKSUD. TUJUAN DAN RUANG L!NGKUP 

BABII 

20. Kebun Bibit Desa adalah persemaian dalam rangl<a penyediaan 
bibit tanaman yang dibuat oleh Siswa di tempat yang disediakan di 
lingkungan Sekolah. 

21 . Lingkungan adalah keseluruhan dari aemua kondisi eksternal [luar] 
yang berperan mempengaruhi perkembangan atau keberadaan 
suatu organisme/ maayarakat. 

22. Masa t.ebang adalah saat diroana pohon sudah mempunyai umur 
yang layak untuk diteba.ng. 

23. Sa.mpah adalah Risa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses 
alam yang berbentuk pa.dat. 

24. Sampah Orpnik adalah sampah yang mudah membusuk dan 
mudah terurai oleh mlkrcorganisme pengurai yang berasal dari 
bahan hayati seperti: daun, ba.mbu, kayu, sisa makanan dan 
sejenisnya. 

25. Sarnpah Anorganik adalah sampah yang tidak mudah membueuk 
dan tidak mudah terurai oleh mikroorganisme pengurai yang 
terbuat dari bahan non hayati seperti: plaatik, log.am, kaca, 
busa/gabua, dan sejenisnya. 

26. Pengelolaan sampah adalab kegiatan yang aistematis, menyeluruh 
clan berkeainambungan yang meliputi penguranpn d.an 
penanganan sampah. 

27. Evaluasi adalah lc:egiatan untuk menilai keberhasilan dalam proses 
pencapaian tujuan, berguna untuk memberikan umpan balik bagi 
instansi terkait dalam meningkatkan kualitas kinerjanya. 

28. Monitoting adalah proses kegiatan untuk memperoleh data dan 
inforrnasi yang dikumpulkan untuk penganalisaan eecara 
aistematie dan berkelanjutan tentang kegiatan-kegiatan yang teleh 
dilak!IBnakan. 

29. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang, termasuk 
masyarakat hukum adat, koorporasi, dan/atau pemangku 
kepentingan non pemerintah lain. 

 



Peran Sekolah dalam membentuk Generasi Hijau adalah: 
a. memberikan pemahaman tentang pentingnya pelestarian 

lingkungan serta menumbuhkembangkan minat dan perhatian 
murid terhadap fungsi dan manfaat pohon; 

b. mengintegrasikan pembelajaran membentuk Generasi Hijau kepada 
Siswa dengan kuriku!um mata pelajaran wajib sekolah atau 
muatan lokal atau ekstakurikuler; 

c. mendorong minat dan menumbuhkan rasa cinta Siswa terhadap 
pohon dan lingkungan, sehingga diharapkan dapar tumbuh dan 
beTkembang eerta terbentuk karakter dan mental hing,a dewaaa; 

d. memberikan peni,,t.ahuan dasar dan memberdayakan Slawa untuk 
dapat berwirausaha di bidang pembibitan maupun perkayuan: 

e. memberikan bimbingan teknis kepada Siswa mengenai 
keterampilan membuat bibit, menan.am dan memelihara 
tana.Dlall / pobon; 

f. melakaana.bn uji coba dala.m penerapan rnembentuk Generasi 
Hijau: 

g. menyusun Rencana Anggaran Pendape.tan dan Belanja Sekolah 
Hijau; 

h. menyuaun bahan la.poran kegiatan secara periodik yang 
disampaikan kepada Pemerintah Daerah rnelalui Penmgkat Daerah 
terkait. 

i. melakukan monitoring dan evaluaai kegiatan pembentukan 
Generasi Hijau. 

Pasal 5 

PERAN SEKOLAH, PENDAMPING, 
ORANG TUA DAN PEMERINTAH DAERAH 
DALAM MEMBENTUK OENERASI H!JAU 

BAB Ill 

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini meliputi: 
a. peran Sekolah, Pendamping, Orang Tua dan Pemerintah Daerah 

dalam membentuk Oenerasi Hijau; 
b. pembentukan Generaai Hijau, meliputi: peraiapan lokasi, 

pembelajeran dan pendampingan, penanaman, pernellharaan dan 
pemanenan; 

c. monitoring dan evaluasi; 
d. pengawasan dan pengendalian; 
e. indikator keberhasilan dalam pembentukan Generasi Hijau. 

Pasal 4 

 



Peran Pemerintah Daerah dalam membentuk Generaei Hijau, adalsh; 
a. memfasilitaai Sekolah yang akan melakaanakan kegiatan 

pembcntukan Oenerasi Hijau dan Sekolah Hijau; 
b. mcmbcrikan bantuan kepada Sekolah yang akan melaJcaanakan 

egiatan pembentukan OeneTasi Hijau dan Sekolah Hijau; 
c. mengupa.yakan altematif sumbcr pendanean dalam pelaksanaan 

kegiatan membentuk Oenerasi Hijau atau Sekolah Hijau; 
d. memfaaillta•i pelatihan teknia ba8i Pendamping; 
e, memf'a.silita.si kegiatan aoaialisaai dan penyebarluasan infonnasi 

kegjatan membentuk Generaai Hijau dan Sekolah Hijau; 
f. menyiapkan bahan peni.laian dan bahan pengbarpan kepada 

Seko\ah, Pendamping clan Siawa yang berpreataai dalam 
membenruk Generasi Hijau atau Sekolah Hijau. 

g. melakukan penpwasan, monitoring dan evaluaai kegiatan 
mernbentuk Oeneraa.i Hijau. 

Pasal 8 

Peran Orang Tua dalam Membentuk Oenerasi Hijau, adalab: 
a. menanamkan pengertian dan pemahaman terhadap pentingnya 

menanam pohon bagi ke\estarian lingkungan; 
b, membimbing dan mengarahkan putra/putrinya delern rnenentukan 

lokaai penanaman, jumlah serta jenis bibit yang akan ditanam, 
utamanya di lingkungan tempat tinggal; 

c. membimbing pelaksanaan kegiatan penanaman dan pemeliharaan 
tanaman; 

d. menyedia.kan \ahan, waktu, tenaga dan biaya untulc penanaman, 
pemeliharaan, pemupukan dan pengendalian hama dan penyakit 
tanaman. 

e. melestarikan lingkungan, sehingga tidak ada lagi lahan kritis di 
lingkungan tempat tinggalnya. 

Pa.sa.1 7 

Peran Pendamping dalam mcmbentuk Generasi H.ijau, adalah 
a. memberikan pcmahaman tentang pentingnya pelestarian 

l!ngkunpn serta menumbub kembangl<an minat dan perhatian 
murid terhadap fungsi dan manfaat tanaman/pohon; 

b. mcmberikan bimbinpn teknia kepada Siswa tentang keterampilan 
membuat bibit, menanam dan mcmelibara. ranaman/pohon; 

c. melakaanakan kegiatan tanam menanam dimulai dari memilih 
bcnih yang bail< (bersertifikat), penyemaian, penanaman, 
pemeliha.raan, pengendalian hama dan penyaldt, pcmanenan dan 
pengolahan pascapanen. 

Pasal 6 

 



(4) Dalam proses pembelajaran, Pendamping wajib memberikan 
pengetahuan penyuluhan kehutanan dan teori ilmu ling}cungan 

( l) Pembelajamn dalam kept.an pembentukan Gene.raai Hijau dan 
Sekolah Hijau terdiri dari teori clan praktek lapangan. 

(21 Pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan 
kepada Siswa kelas IV, V dan VJ. 

(31 Proses pembelajaran sebagaimaria dimaksud pllda ayat (1) 
melibatkan Pendamping. 

Pasal 11 

Paragraf2 
Pembelajaran dan Pendampingan 

Untuk membentuk Oenerasi Hijau, Sekolah harus menyediakan lahan 
ba.ik yang ada di lingkungan Sekolah maupun di luar Sekolah sesuai 
ketentuan peraturan perundangan-undangan. 

Paragraf I 
Penyiapan Lahan 

Pasal 10 

B~Kedua 
Pela.ksa.naan 

Persiapan pembentukan Oenerasl Hijau melalui Kerjasama antara 
Oinhutbut deng.an Oindikbudpora serta Seko!llh meltputi: 
a. membangun keaepahaman bersama mengenai pentingnya Generaai 

Hijau; 
b. scsiahsasi pembentukan Generasi hijau kepada Sekolah, Siswa, 

Orang Tua, Perangkat Daerah, Pemerintah Desa, Instansi 
Vertikal/Teknis terkait dan masyarak.at; 

c. pelarihan bagi Pendamping; 
d. penyusunan KTSP yang memuat pembelajaran membentuk 

Generasii Hijau. 

Pasal9 

Bagis.n Kesatu 
Persia pan 

PEMBENTUKAN GENERASI HlJAU 

BABIV 

 



(3) Penana.man bibit ta.oaman dapat dilakukan pada lahan sebaga.i 
berikut: 
a. tanah milik Orang Tua atau keluarganya; 
b. lahan milik Sekolah; 
c. lahan yang dimiliki/dikelola oleh Pemerintah Desa, Pemerintah 

Daerah, Pemerinta.h Provinsi atau Pemerintah Pusat; 
d. lahan milik masyarakat. 

(1) Setiap Siswa dlberikan bibit tamunan untuk wtanam di loka.ai yang 
ditentukan berdasarkan perjanjian antara pihak Y8.08 t.erlwt. 

(2) Penanaman bibit tanaman dilakukan oleh Siawa dengan dibantu 
oleh Orang Tua atau anggota keluarga Siawa. 

Pua} 14 

Untuk menyedialcan biblt tanaman, Sekolah dapat melakukan 
persemaian benih tanaman pada Kebun Bibit ~kolah. 

Pasal 13 

(21 Materi pembelaje.rkan yang diajarkan kepada Siswa kelas V, antara 
lain: 
a. membentuk Generasi Hijau U; 
b. budidaya tanaman; 
c. rnembangun hutan dengan sistem hutan so&ial (.socialforestryt, 
d. perenan hutan l>E\gi masyarakat; 
e, telmik pembuatan kompos. 

(3) Materi pembelajarkan yang diajarkan kepada Siawa kelas VI, antara 
lain: 
a. membentuk Oenerasi Hijau UI; 
b. telcnik pemilihan benih; 
c. telcnik pengelolaan sampah organik dan orpnik; 
d. teknik persemalan, 
e. teknik penanama.n, pemeliharaan dan pemupukan; 
f. teknik pengendalian hama dan penyalcit; 
g. teknik pemanenan clan pengolahan hasil panen. 

Paragraf 3 
Peeemaian dan Penanaman 

(I) Materi pembelajaran yang diajarkan kepada Siswa kelas rv, antara 
lain: 
a. membentuk Oenerasi Hijau 1; 
b. budidaya tanaman; 
c. teknik pembuatan bibit; 
d. perbenihan; 
e. peraemaian, penanaman dan pemeliharaan. 

Pasal 12 

 



{I) Pemanenan dilakukan pada saat tanaman telah memasuki masa 
panen/ masa tebang sesuai jenis tanaman. 

Pasal 17 

(3) Kegiatan pemupukan menggunakan pupuk orpnilc, terutama dari 
hasi.l pengolahan eampah organi.k (komposting) di Sekolah. 

Paragraf5 
Pema.nenan 

(IJ Pemeliharaan tanaman meliputi kegiatan: penyiraman, pemupukan, 
penyiangan gulma, pemangkasan, pencegahan dan pemberantasan 
hama dan penyakit. 

{2) Peme\iharaan dilalcukan oleh Siswa dibantu Orang Tua atau 
anggota ke!uarga yang lainnya dibawah dibimbmg dan dimonitor 
oleh Penyuluh Kehutanan Lapanpn. 

Pasal 16 

Paragral4 
PemeUharaa.n 

(2) Bantuan bibit tanaman dari masyarakat dan dunia usaha 
sebagaimana dimaksud pada ayat (I) huruf d harus bersifat tidak 
mengikat. 

(I) Bib!t tanam.an eebaga.imana dimaksud dalam PaaaJ 14 ayat (1) 
dapat berasal dari: 
a. Kebun Bibit Sekolah; 
b. Kebun Bibit Oe88.; 
c. bantuan dari Pemerintah Daerah/Pemerintah Provinsi/ 

Pemerintah Pusat; 
d. bantuan da.ri masyarakat dan dunia usaha. 

Pasal 15 

(4) Penanaman bibit tanaman pada lahan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (3) huruf c dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

(5) Penanaman bibit tanaman pad.a lahan eebagaimana dimaksud pada 
ayat (3) huruf d dila.ksanakan berdasarkan perjanjian/perikatan. 

 



(4) He.ail evaluasi pe!aksanaan pembentukan Generasi Hijau 
dilaporkan kepada Bupati. 

(3) Evalwuli pada akhlr kegiatan dila.k&anakan untuk menilai haail 
yang dicaJJ6l Sekolah dwam pelakaanaan kegiatan pembcntukan 
Generasi Hija u . 

{2) Evaluasi pada awal kegiata.D dilakukan untuk menilai keeiapan 
Sekolah dalam melakaenakan pembcntukan Generaai Hijau. 

(1) Evaluaei pelaksanaan pernbentukan Generasi Hijau dilakukan 
secara tahunan dan lima t.ahunan pada tahap awal dan akhir 
kegiatan. 

Pua! 19 

(3) Ha.ail monitoring dilaporkan kepada Bupati sebap.i bahan untuk 
penyempumaan kebijalc.an dan pelakaanaan kegiatan pembentukan 
Oeneraei Hljau. 

(2) Monitoring dilakukan terhadap perencanaan, kelembagaan, dan 
pelaksansan kegiatan pcmbentukan Oeneralli Hijau. 

{I) Monitoring dan evaluasi pelaksana.an kcgiatan pembentukan 
Generasi Hijau/Sckolah Hijau dilalrukan olch Dinhutbun dengan 
melibatkan, Perangkat Daerah, lnstanai Vertikal/Teknis terlcail, 
Pengawaa Sek.ol.ah, dan Sekolah. 

Pasal 18 

MONITORING DAN EVALUASI 

BABV 

{'.l) Halli! pemanenan tanaman kayu dimanfaatkan oleh: 
a. Sekolah, apabita tanaman berada di atae l.ahan milik Sekolah; 
b. Orang Tua, apabila tanaman berada di atas lahan milik Orang 

TU a; 
c. Pemerintah, apabila tanaman berada di atas lahan yang 

dimiliki/dikelola olch pemerintah; atau 
d. berdasarkan kesepekatan dan perjanjian pada saat penanama.n. 

(3) Tata cara pernanenan tanaman kayu di.laksanakan sesuai 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 

 



,o gotl'.~~ 

TRI HANDOYO v ~ w o ~ embina Tingkat I 
~P. 19650529 199003 2 007 

BERTTA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO 
TAHUN 2016 NOMOR 2.3 SERI E NOMOR 20 

Diundangkan di Purworeic 
pada tanggal 2 J'mu 20Ui 

SEKRETARlS DAERAH KABUPATE 

AGUS BASTIAN 

Ttd. 

Ditet.apkan di Purworeio 
pada tanggal 2 Julli 2016 

BUPATI PURWOREJO, 

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam 
Berita Daerah K.abupaten Purworejo. 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Pasal 21 

KETENTUAN PENUTUP 

BAB Vll 

(2) Hasil pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dilaporkan kepada Bupati eebagai bahan penga.mbiulan 
kebijakan lebih lanjut. 

{I) Pengawasan dan pengendalian pembentukan Generasi Hijau 
dtlaksanakan oleh Dinhutbun dengan melibatkan Dindikbudpora, 
Perangkat Daerah d.an/at.au instansi vertikal/teknis terkait Jainnya. 

Pasal 20 

PENGAWASAN DAN PENGENDALlAN 

BAB VI 

 


